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ABSTRAK 

 
'DODP� SHUVSHNWLI� 3.Q�� SHPEHODMDUDQ� \DQJ� PHPEHULNDQ� NDVXV� ³GLOHPD� PRUDO´� DNDQ� PHQMDGL�

wahana pendidikan yang memfasilitasi peserta diri untuk memberikan argumen moral sekaligus 
PHQXQMXNNDQ� SRVLVL� SHUNHPEDQJDQ�PRUDOQ\D� WHUKDGDS� NDVXV� ³GLOHPD�PRUDO´� \DQJ� GLDMXNDQ� NHSDGDQ\D��
sehingga lambat laun mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang cerdas, bertanggungjawab dan 
berkeadaban. Peserta didik kelas XII SMA Korpri Banjarmasin, secara keseluruhan berdasarkan rerata 
µjudgment score´�VHEHVDU�������PDND�WLQJNDW�SHUNHPEDQJDQ�PRUDO�NRJQLWLI�SHVHUWD�GLGLN�NHODV�EHUDGD�SDGD�
tahapan II (konvensional), yang berorientasi pada hukum dan ketertiban, yakni 70% peserta didik lelaki 
dengan rata-UDWD� ³judgment score´� VHEHVDU� ������ GDQ����� SHVHUWD� GLGLN� SHUHPSXDQ�GHQJDQ� ³judgment 
score´� VHEHVar 15,8. Perbedaan gender pada pengukuran Kohlberg menampakkan hasil-hasil bermakna 
ganda, memperlihatkan pola-pola yang amat berbeda dari jenis kelamin, tetapi juga kontoversial, namun 
ditegaskan bahwa perempuan memang berkembang secara berbeda dari laki-laki, juga dalam hal berpikir 
moral. 

 
 
Kata-kata kunci: pertimbangan moral, gender, peserta didik, PKn 

 
 
 
A. Pendahuluan 

Pendidikan di Indonesia memiliki akar, 
fungsi dan tujuan sebagai dirumuskan dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2003, bahwa Pendidikan Nasional 
adalah pendidikan yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 berakar pada nilai-
nilai agama, kebudayaan nasional dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan 
zaman. Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik, 
agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggungjawab 
(pasal 1 ayat 2; pasal 3 UU SPN Tahun 
2003). 

Paparan akar, fungsi dan tujuan dari 
Pendidikan Nasional mengindikasikan bahwa 
pendidikan yang dilaksanakan melalui mata 

pelajaran hendaknya berakar, berfungsi dan 
bertujuan dimensi-dimensi moral, nilai, 
karakter dan akhlak mulia. Dua mata 
pelajaran yang berhubungan langsung 
dengan dimensi tersebut adalah mata 
pelajaran Agama dan Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) 

Dimensi moral, nilai dan karakter 
dalam pembelajaran PKn menjadi muatan 
esensil untuk membentuk karakter warga 
negara yang baik (good citizen character). 
Bahkan Gates (2006) mempertanyakan, di 
mana moral dalam PKn. Hubungan-
hubungan timbal balik dan peran-peran untuk 
mendidik karakter (pendidikan karakter, 
pendidikan moral) dan mendidik untuk 
kewarganegaraan (pendidikan 
kewarganegaraan) telah digali sebagian 
besar dalam kondisi di Amerika Utara. Hal ini 
telah dikemukakan bahwa pendidikan 
kewarganegaraan perlu membawa formasi 
karakter dan moral (Althof dan Berkowitz, 
2006). Sementara Darling (2008, dalam 
James Arthur and Ian Davies Ed, 2008) 
mengajukan premis bahwa PKn, kadangkala 
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mengacu kepada pendidikan politik, yang 
merupakan bentuk pendidikan moral dengan 
seperangkat tujuan-tujuan tertentu, yang 
terpenting adalah tujuan untuk belajar hidup 
bersama dengan orang lain. 

Sekaitan dengan itu, dalam 
menghadapi konflik kepentingan-kepentingan 
dan nilai-nilai, maka dibutuhkan kemampuan 
memberikan argumen moral. Kemampuan 
memberikan argumen moral ditentukan oleh 
perkembangan moral. Kohlberg 
mengemukakan bahwa perkembangan moral 
berhubungan dengan tingkatan-tingkatan 
kebiasaan moral dengan teman-teman 
sebaya, perkembangan kognitif dan konflik. 
Bandura menegaskan bahwa perkembangan 
moral merupakan pemahaman terbaik 
melalui konteks dari faktor-faktor situasi 
sosial, pertimbangan dan kognitif yang 
menyinggung terhadap kontrol-diri dan 
persepsi diri dalam tataran sosial. Gilligan 
(Berk, 1999), menunjukkan bahwa ³SHQHOLWLDQ�
terhadap perkembangan moral dibatasi oleh 
amat banyak perhatian terhadap hak-hak dan 
NHDGLODQ��PHQXUXW�SDQGDQJDQ�µmaskulin¶��GDQ�
amat kecil perhatian terhadap kepedulian dan 
NHSHNDDQ��PHQXUXW�SDQGDQJDQ�µfeminis¶��GDQ�
IHPLQLV� FHQGUXQJ� NHSDGD� µPHQHNDQNDQ�
kepedulian dan menempatkan perspektif 
empati, sementara tiap laki-laki menekankan 
keadilan atau menggunakan keadilan dan 
kepedulian yang sama. Pendekatan ini 
memberikan empati bahwa kehidupan nyata 
merupakan arena perkembangan moral yang 
muncul dan berbeda-beda dalam persepsi 
seluruh kelompok jender. Killen dan Nucci 
(1995) percaya bahwa tipe dari interaksi 
dalam kelompok teman sebaya dapat secara 
positif mempengaruhi perkembangan moral. 

Dalam menghadapi masalah moral 
yang terjadi di masyarakat, maka kebiasaan 
kovensional yang berlaku di masyarakat, 
terutama orang tua demikian juga guru di 
sekolah adalah dengan memberikan contoh 
atau nasehat tentang moral yang baik dan 
moral yang buruk, maupun dengan cara 
memberikan ganjaran, jika moral yang baik 
dipatuhi, dan menghukum, kalau moral yang 
buuk dilanggar. Namun demikian menurut 
studi Hartshorne dan May (dalam Duska dan 
Whelan, 1982: 15-16), bahwa dalam 
pendidikan budi pekerti atau pendidikan 
moral, maka prinsip-prinsip yang diajarkan 
dengan cara memberi contoh, menasehati, 
memberi hadiah dan memberi hukuman 

adalah tidak efektif untuk menghasilkan 
tingkah laku moral yang dikehendaki. Dengan 
kata lain, metode konvensional dalam 
pendidikan moral/budi pekerti warga negara 
(civics virtue) tidak memadai lagi, maka 
diperlukan suplemen metode lain yang lebih 
efektif. Salah satunya adalah model 
pembelajaran kognitif moral yang menyajikan 
NDVXV�³GLOHPD�PRUDO´�GDODP�PDWHUL�SHODMDUDQ��
yang mampu memfasilitasi 
penumbuhkembangan perkembangan moral 
peserta didik. 

Dalam perspektif PKn, pembelajaran 
\DQJ�PHPEHULNDQ�NDVXV�³GLOHPD�PRUDO´�DNDQ�
menjadi wahana pendidikan yang 
memfasilitasi peserta diri untuk memberikan 
argumen moral sekaligus menunjukkan posisi 
perkembangan moralnya terhadap kasus 
³GLOHPD� PRUDO´� \DQJ� GLDMXNDQ� NHSDGDQ\D��
sehingga lambat laun mengembangkan 
dirinya menjadi warga negara yang cerdas, 
bertanggungjawab dan berkeadaban 
(Winataputra, 2006). Namun demikian 
sampai saat ini belum terlalu banyak 
penelitian tentang perkembangan moral 
perspektif moral warga negara dalam 
pembelajaran PKn. Oleh karena itu kondisi 
perkembangan moral  peserta didik dalam 
pembelajaran PKn layak untuk diteliti, 
dieksplorasi dan diidentifikasi, demi 
kepentingan membangun eksistensi PKn dari 
dimensi moral, nilai, dan karakter, khususnya 
gambaran tingkat perkembangan moral 
kognitif pserta didik kelas XII dilihat dari 
gender di SMA KORPRI Banjarmasin. 
1.   Moral, Moralitas dan Urgensinya untuk 

PKn 
Moral didefinisikan sebagai tingkah 

laku yang benar, tidak hanya dalam 
relasi-relasi social dekat kita, tetapi juga 
hubungan-hubungan kita dengan 
anggota warga-warga negara kita dan 
dengan seluruh ras manusia (Oladipo, 
2009). Sementara  moralitas menurut 
Haydon (1999) adalah sistem dari 
batasan-batasan terhadap perilaku 
orang, yang memenuhi fungsi-fungsi 
sosial untuk melindungi kepentingan-
kepentingan dari orang-orang lain. 
Sekaitan dengan itu, Haydon (1999) 
mengemukakan PKn sebaiknya 
menempatkan moralitas secara jelas 
sebagai suatu topik, dan karena 
moralitas adalah pandangan-pandangan 
berkompetisi ± bahwa moralitas adalah 
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persoalan dari pilihan pribadi, yang 
Tuhan berikan, moralitas juga adalah 
konvensi sosial, dan karena itu, moralitas 
harus didiskusikan. Bok (2006) mencatat, 
meskipun saran-saran akan etika 
terapan sudah biasa, etika terapan 
jarang diwajibkan. Sebagai hasil, 
mayoritas dari peserta didik lulusan 
sekolah tanpa menerima pelajaran dalam 
penalaran moral atau dalam mata 
pelajaran yang dibutuhkan untuk 
menyiapkan mereka sebagai warga 
negara yang banyak mengetahui dalam 
demokrasi.  

2.   Perkembangan 
(Penalaran/Pertimbangan) Moral 
menurut Kohlberg 

Isu tentang bagaimana orang 
mengembangkan pengetahuan dan 
pertimbangan moral masih merupakan 
hal yang penting dari literatur psikologi 
baik teoritis maupun empiris 
(Manavipour, 2012). Perkembangan 
moral berkaitan dengan pertumbuhan 
dari pada seluruh pemikiran, nilai dan 
emosi yang berpengaruh kuat terhadap 
perilaku dalam situasi-situasi etis 
(Eisenberg. et al, 2009, dalam 
Manavipour, 2012). Salah satunya 
komponen-komponen kognitif dari teori 
tahapan seperti Piaget dan Kohlberg 
yang juga dibicarakan secara menonjol 
sekali dalam literatur perkembangan 
moral (Lapsley, 2006, dalam 
Manavipour, 2012).  Teori yang secara 
lebih khusus membahas perkembangan 
penalaran dan perkembangan moral 
adalah Teori Kohlberg tentang penalaran 
dan perkembangan moral (1999, dalam 
Dellaportas, Cooper, Leung, 2006), 
berpusat pada bagaimana sistem 
keyakinan seseorang mengarahkan 
resolusi dan memecahkan masalah 
konflik dalam kehidupan sehari-hari. 
Teori Kohlberg mengusulkan bahwa 
individu-individu mempunyai 
keterampilan-ketrampilan kognitif yang 
mampu mengidentifikasi, dan digunakan 
untuk memecahkan dilema-dilema etis. 
Keterampilan-keterampilan itu, 
ditentukan oleh alasan-asalan yang 
diberikan tentang bagaimana tindakan-
tindakan tertentu yang dirasa hanya 
secara moral atau lebih disukai. Alasan-
alasan yang digunakan oleh Kohlberg 

untuk memberikan kontinum hierarkis 
yang terdiri dari 6 tahapan 
perkembangan moral. Tahapan tersebut 
secara berturut-turut mewakili tingkat 
lebih tinggi dari penalaran tentang 
definisi dan bentuk dari benar dan salah.  
Dasar rasional yang digunakan para 
individu untuk memecahkan dilema-
dilema moral, memperlihatkan 
karakteristik-karakteristik yang 
memungkinkan peneliti mengklasifikasi 
orang sesuai dengan tahapan tertentu 
dari perkembangan moral (Weber, 1990, 
dalam Dellaportas, Cooper, Leung, 
2006). Dalam studi Kohlberg, para 
subyek ditanya terutama, apakah yang 
mereka pikiran tentang tokoh utama 
dalam cerita, yang akan dilakukan dan 
mengapa, misalnya, suatu dilema yang 
EHUMXGXO� ³+HLQ]� GDQ� 2EDW´�� \DQJ�
melibatkan seseorang bernama Heinz 
dan istrinya sakit sekarat karena kanker. 

3.   Tahapan Perkembangan Moral 
Kohlberg 

Kohlberg menghabiskan banyak 
waktu untuk memperbaiki dan 
menghaluskan teori perkembangan 
moralnya seperti metode-metode 
pentahapannya. Kohlberg kemudian 
mendalilkan enam tahapan teorinya ke 
dalam tiga kelompok tingkatan; 
prekonvensional, konvensional dan 
postkonvensional (Kohlberg, 1984, 
dalam Rudd, Mullane, Stoll, 2010). Pada 
tahapan prekonvensional, keputusan-
keputusan moral dibuat dari perspektif 
egosentris. Apa yang benar didasarkan 
pada kepatuhan terhadap aturan-aturan, 
karena menghindari hukuman (Tahapan 
1) atau dengan mempertimbangkan 
pentingnya untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dari orang-orang lain, jadi 
kebutuhan yang dimiliki seseorang dapat 
dipenuhinya (Tahap 2) . Penalaran 
individu-individu pada tingkat 
konvensional digerakkan melintasi 
kepentingan-kepentingan yang dimiliki 
diri sendiri dan lebih menaruh perhatian 
terhadap keanggotaan mereka dalam 
suatu kelompok atau masyarakat yang 
lebih luas (Tahap 3), bagi mereka, apa 
yang benar adalah didasarkan pada 
pemenuhan kepentingan harapan-
harapan dari orang-orang lain (misalnya, 
teman-teman, anggota-anggota 
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keluarga, dan otoritas dari orang). 
Pembuatan keputusan moral 
berdasarkan pada kewajiban seseorang 
untuk menegakkan hukum dan 
berkontribusi terhadap kehendak baik 
dari masyarakat (Tahap 4). Sementara 
penalaran-penalaran pada tahapan 
postkonvensional, tidak hanya 
melakukan untuk keanggotaan mereka 
pada masyarakat, tetapi juga lebih 
penting, keyakinan setiap individu mesti 
melakukannya karena prinsip moral 
(Tahap 5), jadi penalaran yang dilakukan 
pada tahap ini adalah didasarkan kepada 
pendirian seseorang terhadap kewajiban 
XQWXN�PHQHJDNNDQ� µcontract¶� �SHUMDQMLDQ��
dengan masyarakat. Sedankan pada 
tahap 6, tahapan tertinggi, apa yang 
benar adalah didasarkan pada prinsip-
prinsip moral, bahkan jika itu bermakna 
melanggar hukum-hukum tertentu. Pada 
tahap 6 ini, Kohlberg mengemukakan 
bahwa prinsip moral dari keadilan adalah 
inti dari pembuatan keputusan moral. 

Namun demikian, meskipun besar 
pengaruh dari penelitian Kohlberg 
(1981,1984, dalam dalam Rudd, Mullane, 
Stoll, 2010), teori pertimbangan moral 
dan metodologi asesmennya, tidak ada 
yang tidak mengritisinya. Beberapa di 
antaranya berkaitan dengan; a) bias 
gender laki-laki dalam menyatakan 
apakah tingkat-tingkat lebih tinggi dari 
pertimbangan moral (Gilligan, 1982), b) 
pemaknaaan dan keberadaan 6 tahapan 
perkembangan (Gibbs, 2003), c) 
konsistensi tahapan, misalnya; 
penggunaan tahap perkembangan moral 
yang sama tanpa menghiraukan situasi 
(Locke, 1979; Rest, 1979), d) invarians 
dari perurutan tahap (Locke, 1979; Rest, 
1979), e) penggunaan dari asesmen 
berbasis produksi verbal (Rest, 1979), f) 
universalitas kultural (Boyes dan Walker, 
1988; Locke, 1979), dan g) pandangan 
amat terbatas  pada pertimbangan moral 
(misalnya, pertimbangan moral yang 
utama berkaitan dengan prinsip moral 
dari keadilan (Walker et al.,1995). 

 
 
B. Metode  Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
peserta didik SMA Korpri Banjarmasin, 
sementara sampel adalah peserta didik kelas 

XII, dan penunjukkan responden dilakukan 
dengan teknik proportional random sampling, 
sehingga diperoleh 20 peserta didik laki-laki 
dan 20 peserta didik perempuan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan 
tes moral yang diberikan kepada responden 
berupa sebuah cerita yang mengandung 
³GLOHPD� PRUDO� +HLQ]� GDQ� 2EDW´ dan terkait 
dengan materi pelajaran PKn. Pertanyaan 
yang diajukan sehubungan dengan cerita 
³GLOHPD�PRUDO´� EHUVLIDW� ³SURELQJ´� \DQJ� GDSDW�
menumbukan proses kognitif dan empati. 
Selanjutnya terhadap setiap jawaban 
responden dirumuskan untuk dijadikan 
standar dan dikategorikan ke dalam tingkatan 
perkembangan moral kognitif Kohlberg. 
Teknik analisis data didasarkan pada 
rumusan kualitas jawaban yang terbagi 
dalam tiga kategori, jawaEDQ� XQWXN� µSURELQJ�
TXHVWLRQ¶�34��� MDZDEDQ�XQWXN�SURVHV�NRJQLWLI�
(PK), dan jawaban yang menyangkut empati 
(Em). Bobot penilaian jawaban adalah diberi 
nilai 100% dengan perbandingan bobot 
(PQ:PK:Em=16:42:42). Bobot ini hanya 
berdasarkan pertimbangan untuk 
memudahkan pengolahan dan penafsiran, 
dengan alasan PQ, 16, karena hanya akan 
menghasilkan pencapaiannya saja, tidak 
diperlukan dalam pengolahan data. Dengan 
kata, apakah peserta didik itu jawabannya 
positif atau negatif, sedangkan untuk PK dan 
Em, bobotnya sama-sama 42, karena pada 
hakekatnya PK dan Em mempunyai nilai 
yang sama, juga didasarkan teori 
perkembangan moral Piaget dan, 
mempermudah pengolahan, karena sesuai 
dengan tingkat perkembangan moral 
Kohlberg yang terdiri dari 6 tingkatan, maka 
setiap tingkat diberi bobot naik dua 
rentangan, yaitu 2,4,6,8,10,12, sehingga 
jumlahnya 42. Jawaban setiap peserta didik 
dimasukkan ke dalam tabel berdasarkan 
bobotnya, yang disesuaikan dengan kunci 
jawaban setiap tingkat perkembangan moral. 
Untuk menentukan tingkat perkembangan 
moral seorang peserta didik dilakukan 
dengan cara menjumlahkan PK dan Em ( 
Judgment Score), dengan menggunakan 
skala interval, sebagai berikut : 

 
TINGKATAN TAHAPAN SKOR 

 6 21 ± 24 

III 5 17 ± 20 
 4 13 ± 16 

II 3 9 ± 12 
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 2 5 - 8 

I 1 0 - 4 
 
C. Hasil dan Pembahasan 

Tingkat Perkembangan Moral Kognitif 
Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri 
Berdasarkan Gender 

 
 

Tabel 1 
Tingkat Perkembangan Moral Kognitif 

Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri 
Berdasarkan Gender 

 

 
N
o 

 
G
e
n
d
e
r 

 
Jawaban 

 
Sk
or 

 
Tingkat 

perkembangan  

  PQ P
K 

Em  Moral Kognitif 

1 P + 8 8 16  4 

2 L + 6 6 12  3 

3 P + 8 6 14  4 
4 L + 4 6 10  3 

5 P + 8 8 16  4 

6 L + 4 6 10  3 

7 P + 8 8 16 4 
8 L + 8 8 16 4 

9 P + 8 6 14 4 

1
0 

L + 8 8 16 4 

1
1 

P + 8 8 16 4 

1
2 

L + 4 8 12   3 

1
3 

P + 8 8 16 4 

1
4 

L + 8 8 16 4 

1
5 

P + 8 8 16 4 

1
6 

L + 8 8 16 4 

1
7 

P + 8 8 16 4 

1
8 

L + 8 8 16 4 

1
9 

P + 8 8 16 4 

2
0 

L + 4 6 10   3 

2
1 

P + 8 8 16 4 

2
2 

L + 6 8 14 4 

2
3 

P + 8 8 16 4 

2
4 

L + 6 8 14 4 

2
5 

P + 8 8 16 4 

2
6 

L + 6 6 12   3 

2
7 

P + 8 8 16 4 

2
8 

L + 8 6 14 4 

2
9 

P + 8 8 18 4 

3
0 

L + 6 8 14 4 

3
1 

P + 8 8 16 4 

3
2 

L + 6 8 14 4 

3
3 

P + 8 8 16 4 

3
4 

L + 8 6 14 4 

3
5 

P + 8 8 16 4 

3
6 

L + 6 8 14 4 

3
7 

P + 8 8 16 4 

3
8 

L + 8 6 14 4 

3
9 

P + 8 8 16 4 

4
0 

L + 6 8 14 4 

 J
U
M
L
A
H 

   ��
88 

 

     Rat
a2
=1
4,7 

4 

Data di atas menunjukkan bahwa 
tingkat perkembangan moral kognitif dari 
peserta didik kelas XII SMA Korpri dilihat dari 
gender secara keseluruhan, sebagian besar 
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(75%) berada tingkatan II, yakni tingkat 
konvensional, pada tahapan 4,  yang 
berorientasi pada ketertiban hukum, sosial 
dan agama (orientasi pada hukum dan 
ketertiban). Sementara sebagian kecilnya 
(15%) berada di tingkat II juga, yakni pada 
tingkat konvensional, namun berbeda 
tahapannya, yaitu pada tahapan 3, 
perkembangan moral kongitif yang 
berorientasi pada konformitas terhadap citra 
stereotipe mayoritas (orientasinya masuk 
NHORPSRN� ³godboy´� DWDX� ³nicegirls¶��� 1DPXQ�
dilihat secara rata-rata secara keseluruhan 
µjudgment score´� VHEHVDU�����, maka tingkat 
perkembangan moral kognitif peserta didik 
kelas XII SMA Korpri berada pada tahapan II 
(konvensional), yang berorientasi pada 
ketertiban hukum, sosial dan agama 
(orientasi pada hukum dan ketertiban) 

 
1. Tingkat Perkembangan Moral Kognitif 

Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri 
Berdasarkan Gender Lelaki 

 
Tabel 2 

Tingkat Perkembangan Moral Kognitif 
Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri 

Berdasarkan Gender Gender Gender Lelaki 
 

 
N
o 

 
G
e
n
d
e
r 

 
Jawaban 

 
Skor 

 
Tingkat 

perkemba
ngan  

  PQ PK E
m 

 Moral 
Kognitif 

2 L + 6 6 12  3 

4 L + 4 6 10  3 

6 L + 4 6 10  3 

8 L + 8 8 16 4 
1
0 

L + 8 8 16 4 

1
2 

L + 4 8 12   3 

1
4 

L + 8 8 16 4 

1
6 

L + 8 8 16 4 

1
8 

L + 8 8 16 4 

2
0 

L + 4 6 10   3 

2 L + 6 8 14 4 

2 

2
4 

L + 6 8 14 4 

2
6 

L + 6 6 12   3 

2
8 

L + 8 6 14 4 

3
0 

L + 6 8 14 4 

3
2 

L + 6 8 14 4 

3
4 

L + 8 6 14 4 

3
6 

L + 6 8 14 4 

3
8 

L + 8 6 14 4 

4
0 

L + 6 8 14 4 

 J
U
M
L
A
H 

   �272  

     Rata2=1
3,6 

4 

 
Data di atas menunjukkan bahwa 

tingkat perkembangan moral kognitif dari 
peserta didik kelas XII SMA Korpri dilihat dari 
jenis kelamin lelaki secara keseluruhan, 
sebagian besar (70%) berada tingkatan II, 
yakni tingkat konvensional, pada tahapan 4,  
yang berorientasi pada ketertiban hukum, 
sosial dan agama (orientasi pada hukum dan 
ketertiban. Sementara sebagian kecilnya 
(30%) berada di tingkat II juga, yakni pada 
tingkat konvensional, namun berbeda 
tahapannya, yaitu pada tahapan 3, 
perkembangan moral kongitif yang 
berorientasi pada konformitas terhadap citra 
stereotipe mayoritas (orientasinya masuk 
NHORPSRN� ³godboy´� DWDX� ³nicegirls¶��� 1DPXQ�
dilihat secara rata-rata secara keseluruhan 
³judgment score´� \DQJ� GLSeroleh sebesar 
13,6, maka tingkat perkembangan moral 
kognitif peserta didik kelas XII SMA Korpri 
berada pada tingkat II (konvensional), yaitu 
tahapan 4, berorientasi pada ketertiban 
hukum, sosial dan agama (orientasi pada 
hukum dan ketertiban) 

 
1. Tingkat Perkembangan Moral Kognitif 

Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri 
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Berdasarkan Gender  Perempuan 
 

Tabel 3 
Tingkat Perkembangan Moral Kognitif 

Peserta Didik Kelas XII SMA Korpri 
Berdasarkan Gender Perempuan 

 

 
N
o 

 
G
e
n
d
e
r 

 
Jawaban 

 
Skor 

 
Tingkat 

perkemban
gan  

  PQ PK Em  Moral 
Kognitif 

1 P + 8 8 16  4 

3 P + 8 6 14  4 
5 P + 8 8 16  4 

7 P + 8 8 16 4 

9 P + 8 6 14 4 

1
1 

P + 8 8 16 4 

1
3 

P + 8 8 16 4 

1
5 

P + 8 8 16 4 

1
7 

P + 8 8 16 4 

1
9 

P + 8 8 16 4 

2
1 

P + 8 8 16 4 

2
3 

P + 8 8 16 4 

2
5 

P + 8 8 16 4 

2
7 

P + 8 8 16 4 

2
9 

P + 8 8 18 4 

3
1 

P + 8 8 16 4 

3
3 

P + 8 8 16 4 

3
5 

P + 8 8 16 4 

3
7 

P + 8 8 16 4 

3
9 

P + 8 8 16 4 

 J
U
M

   ����  

L
A
H 

     Rata2
=15,8 

4 

 
Data di atas menunjukkan bahwa 

tingkat perkembangan moral kognitif dari 
peserta didik kelas XII SMA Korpri dilihat dari 
jenis kelamin perempuan,  seluruhnya 
(100%) GDQ� ³judgment score´� VHEHVDU� ����, 
maka dapat dikatakan berada pada tingkatan 
II, yakni tingkat konvensional, dengan 
tahapan 4, yang berorientasi pada ketertiban 
hukum, sosial dan agama (orientasi pada 
hukum dan ketertiban.) 

Hasil penelitian menunjukkan temuan-
temuan bahwa 
1.   Berdasarkan rata-rata secara 

NHVHOXUXKDQ� µjudgment score´� VHEHVDU�
14,7, maka tingkat perkembangan moral 
kognitif peserta didik kelas XII SMA 
Korpri berada pada tahapan II 
(konvensional), yang berorientasi pada 
ketertiban hukum, sosial dan agama 
(orientasi pada hukum dan ketertiban) 

2.   Dari jenis kelamin lelaki secara 
keseluruhan, sebagian besar (70%), 
rata-UDWD� VHFDUD� NHVHOXUXKDQ� ³judgment 
score´� \DQJ� GLSHUROHK� VHEHVDU� ����, 
tingkat perkembangan moral kognitif 
peserta didik kelas XII SMA Korpri 
berada pada tingkat II (konvensional), 
yaitu tahapan 4, berorientasi pada 
ketertiban hukum, sosial dan agama 
(orientasi pada hukum dan ketertiban) 

3.   Dari jenis kelamin perempuan,  
VHOXUXKQ\D��������GDQ�³judgment score´�
sebesar 15,8, maka dapat dikatakan 
berada pada tingkatan II, yakni tingkat 
konvensional, dengan tahapan 4, yang 
berorientasi pada ketertiban hukum, 
sosial dan agama (orientasi pada hukum 
dan ketertiban) 

 
 

Temuan penelitian menunjukkan 
bahwa peserta didik kelas XII SMA Korpri 
lebih banyak berada pada tingkat II 
(konvensional) di tahapan 4, yang 
berorientasi pada ketertiban hukum, sosial 
dan agama, atau berorientasi pada hukum 
dan ketertiban. Namun peserta didik 
perempuan menunjukkan jumlah yang lebih 
EDQ\DN�GDQ�³judgment score´�OHELK�Winggi dari 
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peserta didik laki-laki. Temuan ini bisa jadi 
merupakan ulangan dari temuan-temuan 
tentang perkembangan moral dari perspektif 
gender. Karena temuan ini merupakan 
kebalikan dari arus besar teori Kohlberg 
tentang perkembangan moral, seperti 
beberapa penelitian yang memperlihatkan 
dengan jelas perbedaan jenis kelamin, di 
mana lebih rendahnya skor kaum perempuan 
dibanding kaum laki-laki pada tahapan 
Kohlberg (Donenberg dan Hoffman, 1988), 
atau beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa para anak perempuan tidak 
berkembang secepat laki-laki (Held, 1993). 
Hal demikian dianggap bias secara jenis 
kelamin, karena mendukung kaum lelaki 
(Baumrin, 1986; Bussey & Maugham, 1982; 
Gilligan, 1977, 1982; Haan, Smith, & Block, 
1968; Holstein, 1976; Kohlberg & Kramer, 
1969, dalam Donenberg dan Hoffman, 1988), 
meskipun ada beberapa yang 
meragukannya, karena semua sampelnya 
laki-laki (Brabeck, 1983; Bussey & Maugham, 
1982; Garwood, Levine, & Ewing, 1980; 
Gilligan, 1982, dalam Donenberg dan 
Hoffman, 1988) atau tokoh utama di masing-
masing dilema adalah laki-laki (Donenberg 
dan Hoffman, 1988). Oleh karena itu, banyak 
penyelidik kalangan anak perempuan 
menemukan skor yang lebih rendah dari anak 
lelaki pada skala Kohlberg (Baumrind, 1986; 
Bussey & Maugham, 1982; Ford & Lowery, 
1986; Gibbs, Arnold, & Burkhart, 1984; Haan 
et.al, 1968; Holstein, 1976; Kohlberg & 
Kramer, 1968, dalam Donenberg dan 
Hoffman, 1988). Bussey & Maugham (1982, 
dalam Donenberg dan Hoffman, 1988) 
menghubungkan disparitas dengan bentuk 
Tahap ketiga dan keempat, di mana Tahap 
ketiga karakteristik-NDUDNWHULVWLN� ³IHPLQLQ´�
secara tradisional dari penyataan perasaan 
(ekspresif) dan kebutuhan untuk melakukan 
yang baik untuk memperoleh persetujuan, 
dan Tahap keempat mengakomodasi peran 
NKDV� ³PDVNXOLQ´� WHUKDGDS� KXNXP� GDP�
peraturan. 

Temuan penelitian juga memperkuat 
penelitian-penelitian yang mengemukakan 
tidak ada bias dalam skala Kohlberg 
(Brabeck, 1983; Gibbs et.al., 1984; Hoffman, 
1975; Kerber, Greeno, Maccoby, Luria, & 
Stack, 1986; Maccoby && Jacklin, 1974; 
Rest, 1979; 1983; Thomas, 1986; Walker, 
1984, dalam Donenberg dan Hoffman, 
1988)), yakni bisa jadi bahwa kaum 

perempuan bahkan lebih tinggi skornya dari 
kaum laki-laki (Garwood et.al., 1980; Rest, 
1979; Thomas, 1986, dalam Donenberg dan 
Hoffman, 1988). 

Perbedaan gender pada pengukuran 
Kohlberg menampakkan hasil-hasil bermakna 
ganda.Tambahan, konsep-konsep yang lain 
dari moralitas memperlihatkan pola-pola yang 
amat berbeda dari jenis kelamin, tetapi juga 
kontoversial (Donenberg dan Hoffman, 1988). 
Gilligan (1982, dalam Donenberg dan 
Hoffman, 1988 ) menegaskan bahwa 
perempuan memang berkembang secara 
berbeda dari laki-laki, juga dalam hal berpikir 
moral (Gilligan, 1988, dalam Galotti, 1989) 
dan selama kategori-kategori itu melalui 
mana perkembangan diukur adalah diperoleh 
dari penelitian laki-laki, perbedaan dari 
standar maskulin tak bisa diacuhkan akan 
dilihat sebagai kegagalan dari 
perkembangan.  

Brabeck (1983, dalam Donenberg and 
Lois W. Hoffman, 1988) membandingkan 
teori-teori Gilligan perspektif perempuan dan 
Kohlberg perspektif laki-laki tentang 
perkembangan moral berdasarkan sudut 
pandang masing-masing. Untuk Gilligan, 
moralitas tumbuh dari konflik tanggungjawab-
tanggungjawab atas perempuan, daripada 
persaingan hak-hak sebagai dilakukan oleh 
laki-laki, dan moralitas tanggungjawab 
berdasarkan harmoni dan tanpa kekerasan, 
sementara Kohlberg didasarkan pada 
kewajaran dan timbal balik. Gilligan 
membedakan isu-isu dari kasih sayang, 
pengorbanan diri dan egoisme, dan 
pertimbangan-pertimbangan dari relasi-relasi, 
Kohlberg lebih perhatian dengan pemisahan, 
peraturan-peraturan, legaitas-legalitas, dan 
pertimbangan-pertimbangan dari individu. 
Bagi Gilligan,  dilema-dilema moral adalah 
kontekstual dan dipecahkan melalui berpikir 
induktif, tetapi dalam skema Kohlberg, 
prinsip-prinsip moral adalah universal dan 
diterapkan pada dilema-dilema moral melalui 
berpikir formal dan abstrak. Kohlberg 
beranggapan orang berkembang melalui 
tahap-tahap yang universal, rangkaian 
invarian, dan diatur secara hierarkis, 
sementara teori tahapan Gilligan diatur 
secara hierarkis tetapi rangkaiannya tidak 
invarian dan mencerminkan pertumbuhan 
perempuan. Brabeck (1983, dalam 
Donenberg and Lois W. Hoffman, 1988)  
menyimpulkan bahwa kedua teori itu adalah 
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penting dan amat bernilai dalam menambah 
pemahaman terhadap proses pertumbuhan 
moral orang-orang. 

 
D. Kesimpulan  

1. Secara keseluruhan berdasarkan rerata 
µjudgment score´� VHEHVDU� ������ PDND�
tingkat perkembangan moral kognitif 
peserta didik kelas berada pada tahapan 
II (konvensional), yang berorientasi pada 
ketertiban hukum, sosial dan agama 
(orientasi pada hukum dan ketertiban) 

2. Sebanyak 70% peserta didik lelaki 
berdasarkan rata-UDWD� ³judgment score´�
sebesar 13,6, tingkat perkembangan 
moral kognitif peserta didik berada pada 
tingkat II (konvensional), yaitu tahapan 4, 
berorientasi pada ketertiban hukum, 
sosial dan agama (orientasi pada hukum 
dan ketertiban) 

3.   Seluruh peserta didik perempuan dengan 
³judgment score´� VHEHVDU� ������ EHUDGD�
pada tingkatan II, yakni tingkat 
konvensional, dengan tahapan 4, yang 
berorientasi pada ketertiban hukum, 
sosial dan agama (orientasi pada hukum 
dan ketertiban) 

4.   Perbedaan gender pada pengukuran 
Kohlberg menampakkan hasil-hasil 
bermakna ganda, memperlihatkan pola-
pola yang amat berbeda dari jenis 
kelamin, tetapi juga kontoversial, namun 
ditegaskan bahwa perempuan memang 
berkembang secara berbeda dari laki-
laki, juga dalam hal berpikir moral 
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